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Menko Bidang Hukum, HAM,
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril
Ihza Mahendra memastikan, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
baru bukan untuk membungkam
kritik. Dia menegaskan, kritik
terhadap Pemerintah tetap dijamin
konstitusi.

YUSRIL menegaskan, kekhawatiran yang
berkembang di masyarakat mengenai potensi
Kriminalisasi terhadap pengkritlk Pemerintah
ata pejabat negara tidak meimiliki dasar bukum.
Menurutnya, tidak ada satu pun pasal dalam
KUHP maupun KUHAP baru yang mengatur
pernidanaan terhadap kritik

“Sepanjang saya pahami, tidak ada pasal
vang dapat menghukum orang vang mengkritik
pemerintah atau lembaga negara," kata Yuscil
kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026)

Kata Yusril, menyampatkan kritik adalah
bagian dari kemerdekaan menyatakan pendapat,
vang metupakan bagian dari hak asas! manusia
dandijamin oleh Undang-Undang Dasar (ULD)
1945

la menjelaskan, petbuatan yang dapat dipl-
danadalam KULP nasional adalah penghinaan,
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bukan kritik. Ketentuan tersebut diatur
antara lain dalam Pasal 240 dan Pasal
241 KUHP.

“Yang bisa dipidana itu adalah meng-
hina, bukan mengkritik. T pun dikate-
oorikan selragat delik aduan. Artinya, jika
pemerintahy atau lembaga negara-tidak
mengajukan pengaduan, maka aparal
pencgak hukun tidak dapat mempro-
sesnya,” ujarmnya menegaskan,

Yusril menilai penting adanya pema-
haman yang sama antara Pemerintah
aparal pencgak hukum, dan masyarakat
lerkail batasan antara krittk dan peng-
hinaen agar tidak terjadi kesalahpahaman
dalam pencrapan hukum,

“Pemerintah dan penegak hukum ha-
s punya persepsi yang sama tentang
apa vang dimaksud KUHP dengan istilah
menghina agar tidak menimbulkan mul-
fitafsir Masyarakal juga perlu memahami
perbedaan antara kritik dan penghinaan,”
katanya.

Ta menambahkan, polemik yang ber-
kembang di ruang publik terkait KUHP

dan KUHAP baru merupakan bagian dari
proses pendewasaan demokrasi

“Menghitik it bole, menghina yang
lidak boleh. Saya membaga beberapa
media sosial eenderung menyamakan
kritik dengan penghinaan, padahal ilu
berbeda, baik secara hukum maupun
sccara bahasa,” ujamya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi
11l DPR RI Habiburokhman. la mene-
gaskan KUHP dan KUHAP baru justru
dirancang dengan berbagai ketentuan
pengaman agar lidak digunakan untuk
membungkam kritik.

“KUHP dan KUHAP baru memastikan
hanya orang jahatlah yang bisa dipenjara.
Sudah dibua aturan pengaman yang
membual tidak mungkin orang yang
hanya mengkritik bisa dipidana,” kata
Habiburokhman kepada wartawan, Sab-
u (3/1/2026)

Ta menjelaskan, aturan pengaman
pertam terdapat dalam Pasal 33 ayat (2)
KUHPyang mengamanatkan hakim untuk
mengedepankan keadilan dibandingkan
kepastian hukum,

“Dalam posisi sepertt ilu, hakim tidak
perlu menghukum orang yang menyam-
paikan kritik," jarnya,

Aturan pengaman kedua, lanjut dia,
tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) hu-
ruf ¢ KUHP vang mengharuskan ha-
kim menilai sikap batin terdakwa saat
melakukan perbuatan,

“Jika sikap batin terdakwa adalah
mengkritik dan bukan bermaksud meren-
dahkan martabat sescorang, maka hakim
lidak perlu menjatuhkan hukuman,”
katanya

Selain-itu, Pasal 246 KUHAP juga
memungkinkan hakim menjatuhkan
hukuman pemaafan terhadap perbuatan
yang tergolong ringan. Mungkin, kata
ia, ada orang yang menghritik dengan
ata yang tidak benar, tetapt niatnya baik
untuk mengingatkan pejabat

“Perbuatan tersebut tergolong ringan
an hakim bisa menjatuhlan hukuman
pemaafan,” ujarnya,

Anggota Komisi I DPR RI Hinca
Pangaitan mentla KUHAP barumenjadi
tonggak era baru penegakan hukum pi-
dana yang lebih berpihak kepada warga
negara

“Tak ada lagi pelanggaran HAM. Tak
ada lagi tekan-menekan,” kata Hinca

Ta menambahkan, perkembangan
teknologi dan keterbukaan informasi

membuat setiap proses penegakan hu-
kum dapat diawasi publik secara luas
sehingga aparat penegak hukum dinmut
bekerja secara presisi.

“Sekarang dunia sudah terbuka dan
terang benderang dengan (cknologi.
Penegakan hukum harus benar-benar
presisi,” ujarnya

Hinca juga mendorong pemerintah
segera menerbitkan peraturan wrunan
KUHAP agar implementast aturan ber-
jalan optimal. Menurutnya, peraturan
pemerintah menjadi instrumen penting
dalam mengatur norma teknis pelaksana-
un KUHAP baru,

“PP itu keharusan dan keniscayaan,
Sual pembahasan di Komist 111 DPR
RI kami sudah meminta agar PP-nya
diteken bersamaan dengan berlakunya
KUHAR kata poliist Partar Demokrat
i,

Diketahui, pemberlakuan KUHP
dan KUHAP yang mulai berlaku pada
2 Januari 2026 memicu perdebatan di
ruang publik. Sebagian masyarakat
menyuarakan kekhawativan kedua aturan
tersebut berpotensi membungkam kritik
terhiadap pemerintah dan pejabat negara,
HUMM
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